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Perubahan, penghapusan, atau penetapan pengaturan baru 
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 19 Tahun 2003 dan UU 
No 11 Tahun 2019 

Pasal 120 Perubahan ketentuan UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara 

Pasal 121 Perubahan ketentuan Pasal 48 dalam UU No 11 Tahun 2019 
tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
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Bagian Kesatu 

Pasal 122 
Perubahan, penghapusan, atau penetapan pengaturan baru 
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2012 dan UU No 
41 Tahun 2009 

Bagian Kedua 

Pasal 123 Perubahan ketentuan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

Bagian Ketiga 

Pasal 124 Perubahan ketentuan UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Bagian Keempat 

Pasal 125 Pengertian dan penjelasan tentang bank tanah 

Pasal 126-127 Tugas Bank Tanah 

Pasal 128 Sumber Kekayaan Badan bank tanah 

Pasal 129 Hak pengelolaan badan bank tanah 

Pasal 130 Struktur Organisasi badan bank tanah 

Pasal 131-134 Penjelasan tentang struktur organisasi badan bank tanah 

Pasal 135 Ketentuan lebih lanjut mengenai badan bank tanah 

Pasal 136 Pengertian Hak Pengelolaan 

Pasal 137 Pemberian Hak Pengelolaan 

Pasal 138 Penyerahan pemanfaatan bagian tanah hak pengelolaan 

Pasal 139 Pembatalan dan/atau pencabutan hak pengelolaan 

Pasal 140 Penjelasan tentang hak milik 

Pasal 141 Evaluasi pemanfaatan hak atas tanah 

Pasal 142 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan 

Pasal 143-144 Penjelasan tentang hak milik atas satuan rumah susun 

Pasal 145 Penjelasan tentang tanah hak guna bangunan untuk rumah susun 



 
Ikhtisar: 
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA 

 

Pasal 146 Penjelasan tentang penggunaan tanah pada ruang atas tanah 
dan/atau ruang bawah tanah 

Pasal 147 Format elektronik tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas satuan 
rumah susun, hak pengelolaan, dan hak tanggungan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Ikhtisar: 
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA 

 
BAB IX : Kawasan Ekonomi 
 

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 9 
 

 
 

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab IX 
 

Bagian Kesatu 

Pasal 148  
Pengubahan, penghapusan, dan penetapan UU Kawasan 
Ekonomi Dalam UU No 39 Tahun 2009 ; UU No 36 Tahun 2000 ; 
UU No 37 Tahun 2000 

Pasal 149 Definisi Kawasan Ekonomi 

Bagian Kedua 

Pasal 150  
Ketentuan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus serta 
persyaratan, tugas, dan kewenangan Dewan-dewan dalam organ 
struktural 

Bagian Ketiga 



 
Ikhtisar: 
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA 

 
Pasal 151  Definisi Kawasan Perdagangan Bebas  

Pasal 152  Ketentuan dan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas serta 
persyaratan, tugas, dan kewenangan Dewan 

Pasal 153  Ketentuan dan pengelolaan Pelabuhan Bebas Sabang 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Ikhtisar: 
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA 

 
BAB X : Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis 
Nasional 
 

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 10 
 

 
 

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X 
 

Bagian Kesatu 

Pasal 154  Maksud dan tujuan investasi pemerintah pusat 

Pasal 155-159  Pelaksanaan investasi pemerintah pusat 

Pasal 160  Ketentuan aset lembaga sebagai investasi pemerintah 

Pasal 161-164 Pihak pengelolaan aset lembaga sebagai investasi pemerintah 

Pasal 165-172 Persyaratan, tugas, dan kewenangan organ struktural lembaga 
pengelola investasi pemerintah 

Bagian kedua 
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Pasal 173 Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proyek 
startegis nasional 
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UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA 

 
BAB XI : Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta 
Kerja 
 

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 11 
 

 
 

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XI 
 

Bagian kesatu 

Pasal 174 Pemberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undangan 

Bagian kedua 

Pasal 175  

Perubahan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan 

- Persyaratan, tugas, dan kewenangan pihak-pihak dalam 
pelaksanaan administrasi pemerintahan 

Bagian ketiga 

Pasal 176  
Perubahan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 

- Tugas dan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam 
pelaksanaan administrasi pemerintahan 
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BAB XII : Pengawasan dan Pembinaan 
 

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 12 
 

 
 

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XII 
 

Pasal 177-179 
Tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan 
pengawasan dan pembinaan terhadap setiap pelaksanaan 
Perizinan Berusaha 
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UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA 

 
BAB XIII : Ketentuan Lain-Lain 
 

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab XIII 
 

 
 

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab XIII 
 

Pasal 180 Pencabutan Hak, Izin, Konsesi atas Tanah/Kawasan 

Pasal 181 Harmonisasi Sinkronisasi Peraturan yang berlaku 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAB XIII  
Ketentuan Lain Lain 

Pencabutan Hak, Izin, Konsesi 

Harmonisasi Sinkronisasi Peraturan 

Pasal 180 

Pasal 181 
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BAB XIV : Ketentuan Peralihan 
 

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 14 
 

 
 

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab 14 
 

Pasal 182 Ketentuan peralihan ke Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang 

Pasal 183 Kelanjutan berdirinya Lembaga Pengelola Investasi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Ikhtisar: 
UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA 

 
BAB XV : Ketentuan Penutup 
 

Diagram Hubungan Antar Pasal di Dalam Bab 15 
 

 
 

Tabel Penjelasan Pasal di Dalam Bab X 
 

Pasal 184-186 Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti UU dan 
Pencabutan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

 
 

 
 


